
. d. bahwa ipotensi pendapatan daerah rnelalui pajak daerah sangat 
memungkinkan untuk diberlakukan di Kabupaten Nias Utara; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d,. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah; . . 

a. bahwa pajak daerah _ merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang penting guna mernbiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; 

b. bahwa . keberadaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah 
dimaksudkan 'untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
kemandirian daerah; 

c. . bahwa berdasarkan - ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 . 
tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, pemberlakuan pajak daerah di 

· Kabupaten Nias Utara harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 
. . . 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT Till.IAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NI.AS UTARA, <, 

PERA TORAN DAERAH KABUP ATEN NIAS_ UT ARA 

NOMOR 2 TAHUN 2012 

TENT ANG. 

PAJAK DAERAH 

SERI:B NOMOR:2 

#y.,;•,:,,.,. 

~ 

LEMBARAN DAERAH 
KABUP ATEN NIAS UT ARA . 
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I. Umb11~~-Umbng Nornor 8 Tahun I 98 I it'.nt;mg Kitnb Undang-Unclnng 
[ lukum Acara IJ1dana (Lembaran Nc~.,11:1 Rcpublik Indonesia T,1lnm l 98 l 
Nomor 7C), la111b;1Jin11 Lcrnbaran Ncp.:1J,1 Rcpublik Indonesia Nornoi 
3209\ 

2. U11d,111g-U11dnng Nornor 14 Tahun 2L)02 tentang Pcngadilan Pajak 
(Lernbarnn Negara Republik Indonesia Talmn 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1f l 89\ 

3 Undang-Undaug Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 47, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286\ 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnb.ahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas .Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perrierintahan Daeralr (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4844): 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Negara Antara Pemerintah Pusat clan Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RepubEk Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Repubik: Indonesia Nornor 4438); 

6. Undang-Undang.Nornor 45 Tahun 2008 tenlang Pembentukan Kabupaten 
Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran NegarnRepublik 
Indonesia · Tahun · 2008 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4929\ · · 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor l 30, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2011. 
Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan · 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor ,t578); 

.10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan 
Pemerintahan .autara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan 
Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4 737); 

• Meng111g;1 l 
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Pasal 1 

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. · Daerah adalah Kabupaten N ias Utara. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERA TURAN DAER.AH TENT ANG PAJAK DAERAH. Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI NIAS UTARA 

dan 

DEW AN PER W AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN NIAS UT ARA 

Dengan Persetujuan Bersarna 

11. Peraturan. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I l 9, Tarnbahan Lernaran Negara 
Repu blik Indonesia Norn or S 16 l ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 
dipungut Berdasarkan Penetapan Kcpala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 
Pajak; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 J/PMK..07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan 
. Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; _ 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan 
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan; · . . 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan 
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.Perdesaan 
dan Perkotaan; 

T 

. ti 
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13. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau kerarnaian 
dinikmati dengan dipungut bayaran. 

14 .. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame. 

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk clan corak rngamnya dirancang 
untuk tujuan komersial memperkenalkan, rnenganjurkan, mernpromosikan, a tau utuk .menarik 
perhatian urnum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 
dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum · 

6. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Porundang-undangan yang berl~iku 

-7. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh .orang 
· pribadi atau badan kepada Daerah tanpa irnbalan langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mernbiayai penyelenggaraan 
Pemerintah Daernh dan Pernbangunan Daerah. 

8. Pajak A:otel adalah pajak alas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan tennasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losrnen, gubuk parawisata, wisrna 
parawisata, pesanggrahan, rurnah pengiapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jurnlah 
karnar lebih dari 10 (sepuluh). 

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

11 .. Restoran adalah fasilitas penyedia rnakanan dan/juga minurnan dengan dipungut bayaran, yang 
rnencakup juga rumah rnakan, kafetaria, kantin, warung, bar clan sejenisnya termasuk jasa 

· boga/catering 

12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelengaraan hiburan. 

4. Bupati adalah Bupati Nias Uiara 

5. Dewan Pcrwakilan Rakvat Daernh yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Nias Utara sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan 
Daerah. 

3. Pemcrintah Dacruh adalah Bupati dun Peraugkat Daerah sebagai unsur penycl~ngg,m1 
Pcmerintahan Dacrah 

2. Perneruunhan IJat.::rnh adalah 1x:nyelt:ngg,1r,1,1n urusun Pcrnerintahan olch Perneriruah Daerah 
dan. Dewan Pcrwakilan R,1k.yc1l Daerah mcuuru! asas otonomi (b11 ingas pembanruan dengan 
prinsip l)lo11011n vnng scluas-lu;1s11y;1 dalarn sistem clan prursip Negara Kesatuan Rcpubl,k 
Indonesia scb,1gairnaiw dimaksud da larn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tnhu11 1945 



l(! P:1f1k Penernngan 111,rn adalah [Xlfik .uas pcnggLma,m lerwgc1 lisuik, ba ik yang drh.rs ilk.m 
sendiri rn,rnpu11 dipcroicli clari surnbcr lain 

l7 Pajak Mineral Bukc111 Logan: d.m Bc1l1w11 udalah pajuk .uas pcngainbilan mineral buk.m log:1111 
cb~1 batunn, bail; dari sumbcr alarn di dalam dan/atau pcnnukaan bumi untuk dim.mfaatkan 

1 S. Mineral Bi.kan Logain dan Batuan adalah minera I bukan logam dan batuan sdx1g,1 irn:111,1 
dimaksud di dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan barubara. 

J 9. Pajak Parkir adalah pajuk atas penyclengaraan ternpat parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha rnaupun yang disediakan sebagai suaru usaha, 
tenuasuk penycdiaan tcmpat penitipan kenderaan bermotor. 

20 Parkir adalal: kcadaan tidak bergerak suaru kenderaan yang tidak bersifat semcntara 

21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengarnbilan dan/atau pemanfaatan air tanah 

22 Air.Tanah adalah air rang tedapat dalam lapisantanah atau batuan di bawah permukaan tanah 

23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan clan/a tau pengusahaan 
sarang burung walet. ' 

24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia-linchi. 

25 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas burni dan/atau bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertarnbangan. 

26. Bumi adalah permukaan bumi yang rneliputi tanah dan perairan pedalarnan serta laut wilayah 
Ka bupa ten/Ko ta. 

27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanarn atau diletakkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

28. Nilai Jual Objek Pajak, yang selajutnya disingkat NJOP, adalah harga rata ~ rata yang diperoleh 
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, clan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, 
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan barn, atau NJOP pengganti. 

29. Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas Lanah 
dan/atau bangunan. 

30. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan a tau peristiwa hukurn yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas umah dan/atau bangunan oleb orang pribadi atau bad.an. 

31. Hak Atas Tanab clan/ atau Bangunan adalah hak at.as t.anail; tennasuk hak pengelolaan, beserta 
bangunan diatasnya; sebagaimana dirnaksud dalarn undang-undang di bidang pertanahan dan 
bangu.n.an. 



39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan clan Perkotaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan Daerah. 

40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pernbayaran atau · 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan rnenggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

4 I. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SKPD,adalah surat ketetapan pajak 
yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

42. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan 
untuk pemberitahuan besamya Pajak Bumi· clan Bangunan Perdasaan clan Perkotaan yang 
terutang pada Wajib Pajak. 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, jumlah kredit pajak, jurnlah 
kekurangan pernbayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, clan jumlah pajak yang 
rnasih harus dibayar. 

32 Subjck [),1_1<1k ada lal: Ur,1llg Pribadi at.ru Hacl,111 v,111r1 .lapat dikenakan pajak 

:n Wajib Pajak ;1cbbli orang pribadi alau badan, tnt:lq1uli pembayaran ]Xl_J~1k, clan peruungut pajak. 
ym1-g mcinpuu \ a i hak dan kcwaj i ban JH:rpar1k~111 Sl':,u:11. dlT1g,rn ketcntu.m I'craturun Pcrundang - 
lJnd::ingan l\~rp,1pk,m Daer;:1h. 

J4 Masa Pa_1<1k adalah pngl.;:,1 waktu I (satu) bulan kalcndcr atau jangka waktu lain yang diatur 
dengan Pcraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan blender, yang menjadi dasar bagi Wa_1 ib 
Pajak untuk menghirung, menyeior, dan melaporkau pajak terutang 

35 Tahun Pajak adalah jaugka waktu yang larnanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wa_jib 
Pajak mcnggunanakan tahun buku yang tidak sarna dcngan tahun kalender. 

36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalarn 
Tahun Pajak, atau dalarn Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan perpajakan daerah. 

37. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pcnghirnpunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pen:gawasan penyetorannya. 

38 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk meaporkan perhitungan clan/ atau pembayaran pajak dan /ata~ 
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan -. 
Daerah. 

l 
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52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghirnpunan dan pengelola dat.i, keterangan, 
dan/atau oui.;:ti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau 
untuk tujuan lain dalarri rangka melaksanakan ketentuan peraturnn perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

44_ Surat Ketctap.m J\11,1k Dacran Kuraug LL,y:11 [c1mlxdrnn, ym1g selanjutuya .lisingkat 
SKPDKtn, ada lal: s1.11:il ketctapan pajak yrn1g t1H-'11c11luka11 tamhahan mas juuilah pajak y,mg 
sudah ditclapkan 

1\S Surat Ketetapau Pajak Daerah Nilai, yang sclanjutuy» disiugkat SKPDN, adalah surat ketetapan 
pnpk yang menentukan jumlah pokok pajak s0111a bcsarnya dengan jurnlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang yai-g tidak ada kredit pajak 

. 46. St1rnt Ketetapan Pajak Lebih Bayar.yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat · 
ketctapan pajak yang mcnentukan jumlah kelcbihan pernbayarnn pajak karena jurnlah kredit 
pajak lebih besar dari pada pajak ynng terutang atau seharusnva tidak terutang. 

4 7 _ Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat STPD, ada lah surat untuk rnelakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 

~8 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kebutusan yang membetulkan kesalahan t111isa11, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pcnernpan kctentuan tertentu dalarn Peraturan 
Penmclang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalarn Pernberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pernbetulan, atau 
Surat Keputusan Keberatan. 

4 9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepurusan atas keberatan terhadap Surat 
Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Suarat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nilai, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, a tau terhadap pemotongan a tau pemunguian oleh pihak ketiga yang diajukan oleb 
Wajib Pajak.· .. - 

50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.· 

51. Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan .secara teratur untuk rnegumpulkan 
data dan informasi keuangarr yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan rum biaya, 
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode Tahu.n Pajak 
tersebut. · 

I 
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Pasal 3 

.(1) - Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 
pembayaran. 

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pernbayaran, 
tem1asuk jasa penunjang sebagai · kelengkapan Hotel yang sifatnya rnernberikan kemudahan . 

_ dan kenyarnanan, termasuk fosilitas olahraga clan hiburan. 

(3) Jasa pcnunjang sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, feksimile, teleks, 
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola Hotel. 

(4) . Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada avat (2) adalah: 
a. motel: 
b. losmen; 

Bagian Kedua · 
Pajak Hotel 

I. 

C. 

d . -« 
e. 
f. 
g. 
h. 

Pajak 1--fotel; 
Pajak Restoran; 
Pajak Hiburan, 
Pajak Reklarne; 
Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan; 
Pajak Air Tanah; 
Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan, clan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

a. 
b. 

Jenis Pajak Daerah terdiri atas : 

Pasc1l 2 

Bagian Kesatu 
Jenis Pajak Daerah 

BAB JI 

PAJAK DAERMI 

53. Peny1d1Lm l indak pidana cit b1d,1I1g pcrpajakun cbcral1 adalah seranglcuan tindakan yong 
ddakuk,rn olch Pcnyidik uutuk n1c11C,Hi scrta mcugun.pulkan bukti y,rng ck11gan bukti itu 

"' mernbuat tenmg l111d:1k pidana dibidaug pup,1J(il,,li1 daerah yang tc1jc:hli scrln menemukan 
tersangkanya 
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Besaran pokok Pajak Hotel yang terutaug dihitung dengan cara rnengalikan tarif sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 5. 

Pasal 7 

Pasal6 

(1) TarifPajak Hotel sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c. 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Tarif Pajak Hotel sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, ditetapkan sebesar 
5% (lima persen). . · . 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pernbayaran atau yang seharusnya dibayar kepad.a 
Hotel. 

Pasal 5 

(2) 

Subjek Pajak Hotel adalah setiap orang atau Baclan I-lukum yang melakukan pembayaran 
kepada orang pribadi atau Badan Hukurn yang mengusahakan Hotel. 
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukurn yang mengusahakan hotel. 

(1) 

Pasal 4 

,1 jasa temp.u linggt1I asrarna yrnig disclcnggarabn oleh Pernerintah ,1U11.1 Pe.nerintah 
Dacrah: 

b psa sewa apcrternen, kondorninium, dan scjenisnya ~ 
. c. jasa tcmpat tinggal dipusat pendidikan a tau kcgiatan keagamaan, 
d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, clan panti 

sosial lainnya yang sejenis, dan 
e jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan olch Hotel yang dapat 

dimanfaatkan umum 

(5) 

c. rurnah pcng11wpa11; 
d rurnah kos ckng_Jll jumlah k;1m11· lcbih dari ill (sepuluh), 

(NB .Iika ,1c!c1 yg akan dikcnnkun laiunvn harus discbntkau cq)c1 sa_j,1) . 

Tidak terrnasuk Objek Pajak llotcl sclx1g::iiuwn;1 dirnaksud pada ayot (2) adalah: 

.. 

•. 



asar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pernbayaran yang diterirna atau yang seharusnva 
diterirna restoran. 

PasalI O 

2) Wajib Pajak Restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang makan mengusahakan 
restoran/rumah makan 

1) Subjek Pajak Restoran adalah setiap orang atau Badan -hukum yang rnernbeli makanan 
dan/atau rninuman dari Restoran. 

Pasal 9 

jasa boga/katering, 
NB Jika ada yg akan dikenakan lainnya harus disebutkan apa saja). 

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) adalah pelayanan 
yang disediakan oleh Restoran yang .nilai penjualannya (omset) kurang dari Rp. 100.000, 
(seratus ribu rupiah) per hari. 

i) 

Pelayanan yc1ng disediakan Restoran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) rncliputi pelayanan 
penjualan makanan dan/atau minuman ynng dikonsurnsi oleh pembeli, baik di konsumsi 
ditempat pelayanan maupun ditempat bin - 

Terinasuk objek Pajak Restoran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) adalah : 
,J rumah makan; 
b kafetaria, 
c. kantin; 
d. warung; 
e. depot; 
f bar; 
g. pujasera/foodcourt 
h. toko roti/bakery; 

3) 

Dcngan narna Pajak Restornn dipungut pajak atas pel9y<1nc1n yang disediak.m oleh Rcstornn. 

Objek Pajak Rcstornn adalah pelayanan yang discdiakan oleh Restoran, tcrmasuk di dalarnnva 
.fosa Boga/Katenng 

'.) 

U:1g1,\i1 [(ctiga 
l\tp k l~c'slornn 

l 
I 
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(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterirna oleh penyelenggaraan Hiburan. 

Pasal 1 S 

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah setiap orang atau Badan hukum yang rnenikmati Hiburan. 

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah setiap orang a tau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan. 

Pasal I 4 

a tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana; 
c kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d pameran; 
e. karaoke dan scjenisnya; 
f sirkus, acrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar, golf, clan boling; 
h pacuan kuda, kenderaan bermotor, dan permainan ketangkasan, 
1. panti pijat, refleksi, rnandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 
J. pertandingan olah raga. 

. . 

(l) Dengan narna Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelcnggaraan hiburan yang dipungut 
bavaran. 

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengar; dipungut bavaran. 

(3) Hiburan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah : 

Pc1sal 13 

Bagian Keempat 
Pajak Hiburan 

f3esarnn pokok Pajak Rcstornn yang teruiang dilnlung dengan cam mcngalikan tarif scbagaimana 
dinwksud dalam Pasal l l dengan dasar pengenn,m pajak sebagaimana dirnaksud da lam pasal l () 

Pasul 12 

{ 
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·1) Dengan narna Pajak Reklarne dipungut pajak atas sernua penyelenggaraan Reklarne. 

2) Objek Pajak Reklarne adalah semua penyelenggaraan RekJame. 

3) Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

Pasal 18 

Bagian Kelima 

Pajak Reklarne 

esaran Pokok Pajak Hiburan yang terntang dihitung dengari .cara mengalikan tarif sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnasud dalam Pasal 15_ 

Pasal 17 

D. 

il. 

ill- 

l. 

~ariCpnpk sd1;:igaimancnhnrnksud dalarn Pasal J J ::1yal (1), ditd;.1pklln '.;c[,ag<11 bcriku: · 

tontonan Iilm sebesar l 0% (sepuluh person); 
pagcl21ai1 kesenian, musik, tari dan/atau busana sehesar 15% (lu1w belas pcrsen), 
kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 1Y'.i1o (Iirua bclas persen); 
pamenrn sebesar 15% (lima belas persen): 
diskotik, klab rnalam, bar dan sejcnisnya sebesar 35%(tiga puluh luna person): 
karaoke sebesar 20% (dua puluh persen), 
sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 35% (tiga puluh lima belas person): 
billyard sebesar 25% (dua puluh lima belas persen); 
golf sebesar 25% (dua puluh lirna persen); . 
bolling sebesar 25% (dua puluh lima perscn); 
pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 3 5 % (tiga puluh lima persen), 
perrnairnm ketangkasan sebesar 50% (lima puluh persen); 
panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa, dan pusat kebugaran (fitness centre), dan sejenisnya 
sebesar 35% (tiga puluh lirna persen); 
pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen); 
hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen). 

jumloh u~111g yang seh.uusnva dircruun scbng,11111,m3 dimciksu,! p.ida avat (1) tcrmasuk 
potong,in lwrga dan tikct cuma-cuma y:rng dibcnkan kepada pc11c:111u;1 _1c1sc1 Hiburan 

2) 

{ 
I 
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a. jenis reklame, 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 

(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (l) dinyatakan dalarn rupiah yang dihitung 
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : 

Pasal 20 

(4) Dalam hal Reklarne diselenggarakan rnelalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi 
Wajib Pajak Reklarne. 

(1) Subjek Pajak Reklame adala h setiap orang atau Badan hukum yang rrienggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak . Reklame adalah setiap orang a tau Badan hukum yang menyelenggarakan 
Reklarne secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklarne. · 

(3) Dalam hal Reklarne diselenggarakan sendiri secara langsung oleh setiap orang atau Badan 
hukum, Wa jib Pajak RekJame adalah setiap orang a tau Badan hukurn tersebut. 

Pasai J 9 

,1. Rcklamc pnpanfl)]lJL>,,,11i.:l/v1cleutro1J111qy1L1un cb11 sejcnisuva : 
b Rckl,Huc ka in ; 
c Rek:l,1mc rnelckat. :,lik,T 
cl Rcklamc selebaran . 
e Reklame berjnlan. tcnuasuk pada kcndcraau : 
C Rcklame udara : 
g. Reklarne apung , 
h. Reklarne suara ; 

Reklame film/slide , dan 
- .l Reklarne peragaan 

(3) Tidak termasuk objek P,1_1ak Reklame adalah • 
a Penyelenggaraan Rekhme melalui internet, ielevisi, radio, warta harian, warta mingguan, 

warta bu la nan dan sejenisnya , 

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi 
untuk membccfa~an dari produk sejcnis lainrrya; 

c. Narna pcngenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan ternpat usaha 
a tau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha 
atau profesi tersebut; -.:_: 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pernerintahan Daerah: 



Dengan narna Pajak Penerangan .Talan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. 
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 
maupun yang diperoleh dari sumber lain. 
1.istrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh 
pembangkit Jistrik. . 
Dikecuaiikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : 

Pasal 23 

Bagian Keenam · · 
Pajak Penerangan Jal an 

Pasal 22 
ran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

sud dalam Pasal 21 dengan · dasar pengepa_ll.Il pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
). 

Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

Pasal 21 

::::ara perhirungan Nilai Sewa Reklarne adalah sebagai berikut Jenis Reklarne X Jumlah 
Rek]ame X Indek Lokasi X Ukuran Media Reklame X Jangka Waktu penyelenggaran X 
Tarif 
Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (6), dinyatakan dalam 
bentuk label dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati 

) Gillian y,mg. digunakan uutuk rek la.ne, 
Jok,1~1 pcnempnlan reklarnc 

i. waktu pcnyelcnggmniln. 
_jangka waktu penyelenggnraan, 
jrnnl;:ih rcklnnie, dan 

:r ukuran media reklome. 
)almn ·11aJ Reklarne diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Rcklcime scbaga imano 
lirnaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Rddamc 
)alam hal Reklarne diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud 
.ada ayat ( l) dihitung derigan mernperhatikan faktor pada ayat (2). 

):dam ha! Nilai Sewa Reklame sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau 
iianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan rncnggunakan faktor-faktor 
;ebagaimarw dirnaksud pada avat (2). 



) -Tarif Pajak Peneragan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
.) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, f ertarnbangan minyak burni clan gas 

alarn, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Ja]an ditetapkan 
sebesar 1,5% (satu korna lirna persen). 

Pasal 26 

. . . . 

b. dalarn hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung 
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, 
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan 

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jal:m adalah Nilai .hwl Tenaga Listrik. 
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan : 
a. dalarn ha] tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pernbayaran, Nilai Jual 

Tenaga Listrik adalah jurnlah tagihan biaya beban/tetap ditarnbah dengan biaya pemakaian 
kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik. 

Pasal 25 

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah sctiap 01:mg atau Badan hukum yang menggunakan 
tenaga listrik. 
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah sctiap ornng 'atau Badan hukum yang menggunakan 
tenaga listrik. 

·) Dalarn hal tenaga listrik disediakan oleh surnber Jain, wajib pajak penerangan jalan adalah 
penvedia tenaga listrik dirnaksud, antara Jc1 in PT PLN, Pertarnina 

Pasal 24 

a pcngguni.wn ten,1g(1 lisuik olch 1ns!i.1us1 Pemcrintah chm Perrn:'nntalwn Daerah: 
b pcnggun:wn tenaga listrik fXHl:1 tc11iJX1t --- tcmpnt y,rng d1gun:1k:111 oleh kcdutaan. Konsulat. 

dau pcr waktlan asing Jc11;1.:1n ,NI'.~ l1rnhil balik: 
c penr:gunaan tenaga listrik y:111g d.hasilkan scndm drng;1n k.ipasiras lertcntu yang tiduk 

mcmerlukan izin dari instansi teknis terkait; dun 
d. badun sosial seperu Mesji.l, (i1_Te_i;1 dun Sckol:111 

l 
I 
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as bes; 
batu tulis; 
batu setengah perrnata; 
batu kapur; 
batu apung; 
batu permata; 

g. bentonit; 
'h, dolomite; 
1. feldspar; 
J. . garambatu(halite); 
k. garfit; 
l. granit/andesit; 
m. gips; 
n. .kalsit; 
o. kaolin; 
p.' leusit; 

· q. rnagnesit; 
r. mika; 
s. manner; 
t. nitrat, 
u. opsidien; 
v . oker; 
w. pasir clan krikil ·, 

Dengan narna Pajak Mineral Bukan Logam clan Batuan -clipungut pajak alas kegiatan 
'pengambilan mineral bukan logam clan batuan 

Objek Pajak Mineral Bulan Logarn dan Batuan adalah k:egiatan pengarnbilan Mineral Bukan 
ogam dan Batrum yang meliputi : 

Pasal 28 

i 
I --1 

I 
l 

Bagian Ket11juh 
Pajak Mineral Bukau Logarn clan Batuan 

fa~il penerim,w11 Pajak Peneraug.m l1\;111 scbagi,m diaiok.rs ikan 1111l11h: pl'.n\cdw:rn pcnerang.in 

alan. 

:csm,111 pokok Pajnk !\:11cr,rn~·,111 .lul.m y;_1t1:'. lL:ruLrng Liiilitu11g 11 car a rncn)c_~:1\ikan t.nif 
ebi1gn1rncrnJ dunaksuo lblarn J\1s,1I :'.(J dcngan cL1:;c11 11L'.ngc11,1,u1 t):11:1k sch,1g,11rn:111,1 dimaksud 
.alam P,1s;iJ 25 (ava! 1) 

l 
I 
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1) Dasar pengenaan pcngarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Basil 
pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

2) Nilai Jual sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volurne/tonase 
hasil pengarnbilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. 

Pasal 30 

Pasal 29 

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu.an ackdah setiap orang atau Badan hukum yang 
dapat mengarnbil Mineral Bukan Logam dan Batuan. · 

Waj ib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalali setiap orang a tau Badan hukum yang 
mengarnbil Mineral Bukan Logarn dan Batuan. 

Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada 
aya! (2) adalah : ' · · 

a. kegiatan pengarnbilan Mineral Bukan Logarn Jan Batuan yang nyata-nyata tidak 
dimanfaarkan ~cam komersial, seperti kegiatan pengarnbilan tanah untuk keperluan 
rumah tangga, pernancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, 
penanarnan pipa air/gas; 

b. kegiatan pengarnbilan Mineral Bukan Logarn dan Baruan yang merupakan ikutan dari 
kegiatan pertarnbangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara kornersial. 

x. pasir kuarsa 
y. perlit; 
r: phospat, 
aa talk; 
bb. lanah sernp (lullers earth). 
cc. tanah diaromc: 
dd tanah lint 
ee. tawns (alum); 
ff tras: 
gg. yarosi f; 
hh zeolit; 
11. basal; 

JJ trakkit; dan 
kk mineral bukan logarn dc111 batuan lainnya y,rng sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perimdang-Undangan. 
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Pasal 35 

Dasar pengenaan Air Ta.nab adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

Subjek Pajak Air Tanah adalah setiap orang atau Badan ·hukum yang me]akukan perigambilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. · 

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang atau badan hukum yang melakukan pengarnbilan 
dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Pasa] 34 

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pernanfaatan Air 
anah. 

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pernanfaatan Air Tanah .. 

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah untuk keperluan . dasar rumah tangga.pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, · 
peribadatan serta kegiatan sosial lainnya. · 

Pasal 33 

Bagian Kedelapan 
Pajak Air Tauah ,_ 

an Pokok Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara 
likan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak 
imana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). 

Pasal 32 

'ajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen). 

Pasal 31 

Iai pasar sebagairrnrna dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi 
empacdi wilayah daerah yang bersangkutan. 

dam hal nilai pasar dan hasil produksi Mi11cLd Bukan l.ognm dan Batuan sebagaimana 
naksud pada ayat (3) sulit diperoieh, digunakan standar yang ditetapkan oleh instansi yang 
rwenang dalarn bidang pe.tambangan Mineral Bukan Logam clan Batuan. 

. ., 
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Dengan narna Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi 
dan I atau Bangunan yang dirriiliki, dikuasai dan /atau dirnanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan. - 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh setiap orang atau Badan hukurn, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : . 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplcks bangunan seperti hotel, pabrik, dan 
ernplasemcnnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kornpleks Bangunan tersebut; 

Pasal 38 

Bagian Kesernbilan 
Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan 

saran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagairnana 
rnaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1). 

Pasal 37 

Pasal 36 

rrif Pajak Air Tan ah ditetapkan sebesar 20% ( dua puluh persen ): 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pcrnanfaatan air. 

I Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l ) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, 

· d. volume air yang diarnbil dan/arau dirnanfaatkan; 

e. kualitas air; clan 

c tujuan pengarnbi Ian dan/arau pernanfaatan air; 

b. lokasi sumber air: 

a. jcnis sumber air; 

Nilai Perolehan Air Tarrah sebagairnana dimaksud pada ayat ( ! ) dinyatakan dalam rupiah yang 
diliitt111g dengan mempcrtitubangkan sebagian atau seluruh faklor·faktor berikut : 

{ 
I 

. ti 

__ i 10 



bjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota.m adalah setiap orang atau Badan 
kum yang secara nyata mempunyai suatu .hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
mi, dan/atau !11eniliki, mengusai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

ajib Pajak Bumi dan Bang;unan Perdesaan dan Perkotaan adalah setiap orang atau Eladan 
kum yang secara nyata rnernpunyai suatu hak aas Bumi dan bangunan dan/atau mernperoleh 
anfaat atas Bumi dan bangunan, dan/atau memiiki, mengusai, dan/atau rnemperoleh manfaat 

Bangunan. 

Pasal 39 

sarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000, 
puluh juta rupiah) untuk setiap Waj1c Pajak. 

Jigw1akan oleh perwakil an diplornatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan ti mbal 
balik; dan 

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 
Paraturan Menreri Keuangan. 

ek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
:k pajak yang: 
digu11akao oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyeler.ggarakan pernerintahan ; 

digu11akan sernata-mata untuk mclayani kepentingan umum c.i bidang ibadah, sosial, 
kc:seltatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimal.sudkan untuk · 
memperoleb keuntungan ; 

digunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala, atau yang sejenis dengan itu ; 

merupakan hutan lindung, hutan suaka alarn, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu 
hak; 

jalan to!; 
kolarr1 renang; 
pagar ruewah ; 
tempat olah rat:.-i ; 
galargan kapal, dermaga ; 
taman mewah ; 
rernpat penampungnn I kilang minyak, air dan gas, pipa minyak ; ,fan 
mern1ra. 

. t' 
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Pasal 45 

1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang dihunjuk menerbitkan SPPT. 

2} Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalarn hal-hal sebagai berikut : 

Pasal 44 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
· .ditandatangani dan disampaikan .kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek 

pajak, selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja seteiah tanggal diterimanya SPOP oleh 
Subjek Pajak. 

Tahun Pajak adalahjangka waktuJ(satu) tahun kalender. 

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek paj ak pad a tanggal 1 
januari. 

Pasal 43 

saran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dcngan cara 
ngalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak 

bagaimana-.,qimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Objek Pajak Tidak Kena 
· ak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 8 ayat ( 4). 

Pasal 42 

if Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua 
·rsen). 

Pasa] 41 

Penetap,11i besarnya NJOP scbagairnana dirnaksud pada ayai (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Besarnya NJOP sebagairnana dirnaksud pada aynt (I) ditetapkau seiiup 3 (tiga) tahuu, kecuali 
untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap rahun sesuai derigan perkembangan 
wilayahnya. · 

Dasar pcngcnaan Pajak Bumi clan Bangunan f\:rdc:-;a:111 dt11J Perkotaan adalah NJOP. 

Pasal 40 
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ngan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak 
Tanah dan I atau Bangunan. 

[ek Pajak Bea Perolehan Bak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tarrah 
atau Bangunan. · 

rolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

pernindahan hak karena : 

1) Jual beli; ..,_..; 
2) Tukar menukar; 
3) Hibah; 
4) Hibah wasiat; 
5) Waris; 

.6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum Jain; 
. 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 
9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukurn tetap; 
I 0) Penggabungan usaha; 
11) · Peleburan usaha; 

.. 12} Pernekaran usaha; dan atan 
13) Hadiah . 

. pemberian hak baru karena : 
1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 
2) Di luar pelepasan hak. 

ak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : 

. hak milik; 
. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

Pasal 46 

Bagiau Kcsepuluh 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

SPOP sebagaimana dimaksuri dal.un Pas:tl ,i4 ayat (2) ticlak disampaikan setelah Wajib 
Pajak ditcgur secara tertulis olch Bupaii scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

Bcrdasarko_11 has il pemeriksaan atau keteraugan lain ter nyata jurnlah pajak yang terutang 
lebih besar dari junilah pajak yc1.ng dihitung berdasarknn SPOP yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak. 



Pasal 48 

) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah J\Hlai Perolehan Objek 
Pajak .. 

Nilai Pcrolehan Objek Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), dalam ha] : 

a. jual beli adalah harga transaksi; 
b. tukar menukar adalah nilai pasar; 
c. hibah adalah nilai pasar; 
d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e. waris adalah nilai pasar; 
f. pernasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 

. h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang rnernpunyai kekuatan hukum tetap 
adalah nilai pasar; 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pe!epasan hak adalah nilai pasar; 
J. pernberian hak barn atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; 
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah setiap orang atau Badan 
hukurn yang mernperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. "°--.. 

:;..) Wajib Pajak Bea Peroleban Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan 
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 47 

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dcngan Peraturan Menteri 
Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Iain diluar 
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 

d. setiap orang atau Badan hukurn karena konversi hak atau karena perbuatan hukum Jain 
dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. setiap orang atau Badan hukum karena wakaf ; dan 
f. setiap orang atau Badan hukurn yang digunakan untuk kepentingan Ibadah. 

unruk pelaksanaan b. ncgara untuk pcnyelenggaraan perncrintahan dan/atau 
pernbangunan guna kepentingan umum; 

f. hak pcngelol,ian. 
Objek pc1_j;1k yzing tidak dikeuakan lk:1 Perolehan Hak atas Tanah dun Bangunan adulah objek 
pajak yang dipcroleh : 
a. pcrwak ilan cliplomatik dan Konsu!at berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

l 
I 
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Pasal 51 

pokok perolehan hak atas tan ah dan bangunan yang terutang · dihitung dengan cara 
galikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan sebagaimana 

· ud dalam Pasal 48 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
gaimana dirnaksud dalam Pasal 46 ayat (5). 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (Iima persen). 

Pasal 50 

esarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
angunan ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib 

pajak. 

alam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterirna orang pribadi yang 
rnasih dala.m hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuksuami/istri, Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 49 

pelebm;in usaha adalah nilai pasar; 
pemekarnn usaha adalah nilai pasar; 
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 
penunjllkan pcrnbeli dalam /clang adalah harga transaksi yang tercautum dalarn risalah 
lelang. 

ka Perolchan Nilai Objek Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan 
iruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalarn pengenaan 
ajak Bumi clan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai 
alah N.JOP Pajak Bumi dan Bangunan. 
am hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 

1tetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dc111 Bangunan dapat didasarkan 
da Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 

irat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 4) 
alah bersifat sementara. 

urat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
[peroleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berweuang d1 Kabupaten/Kota yang 
ersangku tan. 

l 
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) - Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangaoi akta pernindahan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandat:angani risalah 
lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak. 

3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanab atau 
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah sete]ah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak. 

) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan llak atas Tarrah dan/atau B::ingunan ditctapkan untuk : 

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akra; 
b. tukar-rnenukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
c. hibah adalah sejak tanggal dibuatdan ditan<latanganinya akta; 
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan rnendaftarkan peralihan haknya ke kantor 

bidang pertanahan; 
f. pernasukan daJam perseroan atau badan hukurn Jainnya adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatanganinya akta; 
g. pemisahaan hak yang mengakibatkcU1 peralihan adalah sejak tanggal dibuat da.n 

ditandatanganinya akta; 
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

. hukum yang tetap; 
1. pernberian hak baru atas Tanah .sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak 

tanggal ditetapkannya surat keputusan pernberian hak; 
j. pemberian hak baru dilnar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 

keputusan pemberian hale; 
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dart ditandatanganinya akta; 
I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
rn. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan 
o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. 

) . Pajak yang terutang hams dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I). . · 

Pasal 52 

Pasal.53 



Pasal 58 

asa Pajak dan jangka waktu untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
eklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
ajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) buJan kalender. 

ahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Ban gun an Perdesaan dan Perkotaan adalah J (satu) Tahun 
kalender. 

Saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang · adalah menurut keadaan 
objek pajak pada tanggal 1 Januari. 

Pasal 57. 

ya Pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan masing-rnasing jenis Pajak. 

_Pasal 56 

yang terutang dipungut di wilayah Daerah. · 

BAB III 
DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERJ-llTUNGAN PAJAK 

~ejabat Pernbuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang mernbidangi pelayanan lelang 
1 
egara., yang melanggar ketentuan sebagairnana dirnaksud dalam Pas al 63 ayat ( 1) dan ayat (2) 

1 ikcnakan sanksi adrninistratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus 
_ibu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 

ejabat Pernbuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan 1elang 
egara., yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 64 dikenakan sanksi 
dministratif berupa denda sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

setiap laporan. 

epala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
asal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. 

Pasal 55 

t Pembuzit Akta Tanah/Notaris dan kcpala kantor yang mcmbidangi pclayanan lelang negara 
irkan pernbuatar: akta atau risalah ]clang Perolehan Hak alas I'anah dan/atau Bangunan 
.Bupati paling larnbat pada tanggal JO (sepuluh) bulan bcrikutnya. 

Pasal 54 



Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati sebagairnana 
dimaksud pada Pasal 60 ayat (2), dibayar berdasarkan SPPT atau SK.PD atau dokumen lain 

_ yang dipersamakan. 

Dokurnen Iain yang dipersamakan sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1 ), berupa karcis yang 
for forasi dan nota perhitungan. 

Pasal 61 

. . 

· f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. 

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah: 

a. Pajak Air Tanah; 

b. Pajak Reklame. 

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c ... Pajak Hiburan; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan; 

Pasal 60 

BAB IV 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

u Pa_iak terutang adalah pada saat kcgiaiau pcnyelenggaraan, dircrbitkannya SKPD dan untuk 
B menurut keadaan objek pada tangg,11 1 Januari. 

Pasal 59 
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Pasal 64 

. [angka waktu 5 (Iirna) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 

DKB dalam hal : 

· jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan Jain, pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (Iima belas) hari dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran; 

· jika · kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung · secara 
jabatan. 

DKBT jika ditemukan data baru . dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
enyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang . 

PDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
k terutang dan tidak ada k.redit pajak. 

• 

dan Prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 63 

etentuan lebih la.njut mengenai bentuk, isi clan tata earn pengisian SPPTD, pembayaran dan 
nyampaian SSPD, diatur dengan Peraturan.Bupati. 

SPD sebagai1rnrna dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD. 

SPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabar yang 
1tunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelirian. 

TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus .diis, dcnga.n benar, jelas dan lengkap serta 
'tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

PTPD sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus d isampaikan kepada B upati selambat 
ambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

Wajib pajak yaJ1g merncnuhi kewajiban pcrpc1jakannya d~111pn dibayar sendiri sebagaimana 
limaksud pada Pasal 60 ayat (3) wajib mengisi SPTPD. 

husus BPHTB Wajib J\1/1k wajib mengisi SSPD. 

. t1 
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3) Jumlah kekurangan pajak yang terulang dalarn STPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) 
huruf a dan hurnf b ditarnbah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untukpaling lama 15 (lirna belas)bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(4) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah.jatuh tempo pembayaran dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (du.a persen) sebulan dan ditagih rnelalui STPD . 

1; Surat Tagihan diterbitkan jika • 

a. pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai akibat salah tulis 
dan/atau salah hitung; · 

2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) · hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran Wa_iib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalarn jangka waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal Surat Tegurnn a tau Surat Peringatan, - 

Pasal 66 

BAB VI 
TA TA CARA PENAGffiAN PAJAK 

1) Pernb,1y111,rn Pajak dilnkuk.in sccara tu11111 

2) Pernbayaran Pajak dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau ternpat bin )'<mg 
dihunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDI<..BT dan STPD 

t) Pernbayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan SuratSetoran Pajak Daerah. 

14) Ketenn.rnn lebih lanj ut mengcnm ta ta cam pelaksanaan pernungutan pajak, diatur dengan 
Peraruran Bupati 

BAB V 

.. 



Pas-al 69 

iutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
edaluwarsa dapat dihapuskan. 
enghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati 
erdasarkan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

untuk rnelakukan penagiban Pajak menjadi kedaluwarsa setelah rnelampaui waktu 5 (lima) 
un terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuaii apabila Wajib Pajak rnelakukan tindak 
ana di bidang perpajakan daerah. 

.daluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

diterbitkan Surat Teguran dan/atauSurat Paksa; atau 
ada pengakuan utang pajak dari Wa_jib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 

/am·hal diterbitkan Surat Teguran dan ·surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pak:sa tersebut. 
gakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) hurnf b adalah 

ajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan rnasih mempunyai _ utang Pajak dan belurn 
lunasinya kepada Pemerintah Daerah: 

I ngakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
etahui dari ·pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan 

beratan oleh Wajib Pajak. · . 

Pasal 68 

BAB VII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Jabila jurnlah Pajak y;u1g Iiams dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
ientukan Dalam Surat Tcguran atau surat Peringaiau, jumlah Pajak yang harus dibayar dapat 
tagih dengan Surat Paksa. 

at Paksa diterbitkan setelah lcwarZl (dua puluh satu) hari sejak tangga] Surat Teguran atau 
rat Peringatan. 

tentuan lebih lanjut mengenai tata earn pelaksanaan penagihan pajak, diatur dengan 
raturan Bupati. 

Pasal 67 



11) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan 
dan Pembebasan Pajak. 

Q) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengari Peraturan Bupati. 

3) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pernberian dan pemanfaatan insentif sebagaiamana 
dimaksud pad a ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 71 

BAB IX 

PENGURANGAN KERIN GAN AN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 74 
huruf a angka 1) clan angka 2) dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh ernpatjbulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Q) )umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 
7 4 huruf b dikenakan sanksi adrninistratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) 
dari jumlah kekurariga1~ pajak tersebut. 

J) Kenaikan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak rnelaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. " 

4) Jurnlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dirnaksud pada Pasal 74 huruf a 
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal 70 

BAB VlJI 
SANKSI 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcnghapusan piutm1g Pajak yang suriah 
kedaluwarsa diatur dcngan Peraturan Bupati. 

___ { 
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Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat mernbetulkan SPPT, 
SK.PD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SK.PDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Hupati dapat: . 

s; mengurangkan atau menghapuskan sanksi adrninistratif berupa bunga, denda, dan 
kenaika:n pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, 
dalam hal sanksi tersebut dik:enakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; . 

b. mengurangkan atau mernbatalkan SPPT, SK.PD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membata1kan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan 

tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e. mengurangkan · ketetapan pajak terutang berdasarkan · pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

' 

Pasal 73 

BAB XI 

PEMBETIJLAN, PENfBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN. 
DAN PENGHAPUSAN ATA U PENGURANGAN SANKS I ADMINISTRA TIF 

Jnstansi yang rnelaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat dibcri lnsentif sebesar S % 
(Jima person) atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

pemberian. Inscntif sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan melal ui. Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah. 

Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 72 

BAB X 
1NSrnTIF PE:tv!UNUUTAN 
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Pasal 75 

1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sete1ah diterimanya Keputusan Keberatan. 

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikabul.kan sebagian atau 
seluruhnya, kelebiban pembayaran pajak dikembalikan dengan . ditambah imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua pu1uh empat) bulan. 

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksucl pad a ayat ( l) harus disarnpaikan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluar.kekuasaannya . 

. ij Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6. (enarn) bulan sejak tanggal Surat 
Permohonan · keberatan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) diterirna, sud ah memberikan 

· keputusan. 

Apabila sejak Iewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat 
tidak memberikan Keputusan, Permohonan, Keberatan dianggap dikabulkan. . 

Pengajuan keberatan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (l) tidak menunda kewajiban 
pembayaran Pajak. 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. SKPDKB; 

d. SKPDKBT; 

e. SKPDLB; 

f. SKPDN; 

I) Wajib Pajak dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
atas suatu : 

Pasal 74 

KEBERATAN DAN Ur\ NDTN(.1 

BAf3XIJ 
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Apabila ·wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya,- Kelebihan Pernbayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahu]u 
Hutarig Pajak dimaksud. . 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak: diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP). 

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan atau keterlarnbatan atas pernbayaran kelebihan Pajak. 

nama dan alarnat wajib pajak; 

masa pajak; 
,-..;_ 

besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

alasan yangjelas. 

upati atau Pejabat dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
ohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

s mernberikan Keputusan. 

Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat 
lidak rnemberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling Jama (1) 
btilan. . 

t 

ajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak 
kepada Bupati atau Pejabat secara terrulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: 

Pasal 77 

BABX111 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEivlBA Y ARAN PAJAK 

'Ja pengaiuan kcberatan scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 74 dikabuikun sebagian atau 
jinya kelcbihan pcrnbayaran pajak dikcinbalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
ersen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan. 

Pasal 76 



a. rnenerima, rnencari mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 
Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih 
lengkap dan jelas; 

I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diber:i wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan 
Daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

· Undang-Undang HukurnAcara Pidana. · · 

2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 

Pasal 81 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

Pasal 80 

ida pidana sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) rnerupakan penerirnaan Negara 

l) Wajib Pajak karena kealpaannva tidak menyampaikan SPTPD atau mengis: dengan tidak 
benar atau tidak lcngkap atau rnelampirkan keterangan yang tidak benar seliingga merugikan 
Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda 2 (dua) kali jurnlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikari SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau rnelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan 
Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak-terutang yang tidak atau kurnng 
dibayar. 

Pasal 79 

BAB XIV 
KETENTUAN PIO.ANA 

pabil,l kclcbihuu [)t:'..Jl1h:1ycir,ll1 Pay,k dipci hitungkan dcll~'Jlll llllt:111g p:1i;1k l.iinnva, seb.ig.umauu 
imc1ksud dalarn Pasal 77 ayal (4!. pembavarau dilakukan dcnr1c1n cara peinindahan buk uan juga 
erliiku sebagru bukt: pernbavaran 

t'-......-_.,,...- 
I 
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ng-Undang Norn or 12 T ahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan _(Lembaran N egara 
blik Indonesia Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
aim,ma telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
ng-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tent.mg Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara 
blik Indonesia Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~ 3569) 
it dengan peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

letap berlaku sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2013, atau hingga terjadinya pengalihan, 
upun Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah di tetapkan Pada bagian 

las dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 82 

BAB XVI 

KETENTUAN PENU1'UP 

mc11eJir1, mcncari dan rncngL11npulkHr1 kcternngan mengenai Or:ing Pribadi atau Badan 
lenr:rng kebcuaran pcrbuntnn y;111;! dilakukan sehubung.m (k11g,n11 Tindal, Pidana 
Pcq)[I_FI k:111 '. 
mcmmta kctcraugan bi1b,111 buk ti Lian Or:mg Pribadi aiau Di1d:111 sehub1m~;111 'lindnk 
Pidaua ell b.daug Pidana Perpajakun; 
11ic111n1ksi'i buku-buku, carat.m-cntntan clan dokumeu-dokuuien l:1in berkenaan dcngan 
Tindak Pidana dibidang Perpajakcn; 

e. melaktibn peuggciedaha» untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan, dan 
dokumen-dokumen lain, sorta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
rnern . irua bantuan tenaga ahli do lam rangka pelaksanaan tugas Penyidik TindJk Pidana 
Perpajakan Daerah, 

g rnenyuruh, berhenti, rnelaraug seseorang rneninggalkan n.1n11g£1n atau tempal pada saat 
perncriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang atau dokurnen yang 
di ba wa scbagimana dirnaksud pada huruf e; 
mernotrct seseornng berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah, 

1 memanggil 'orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
menghentikan penyidikan; dan/atau 

k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

~enyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan clan 
.. enyarnpaikan basil pcnyidikan kepada Penuntut Umum rnelalui penyidik Pejabat Polisi 
egara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang 
omor 8 Tahun ] 981 tentang kitab Undang-Unclang Hukum Acara Pidana 

. " 



SERI :B 

KABUPATENNIAS UTARA, 

2012 

EDWARD ZEGA 

ttd. 

Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal W Afr'1l. 2012 

BUPATI NlAS lJTAR .. A., 

eraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

o~J setiap ornng rncngetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah uu dengan 
,nempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Nim Utara. 

Pasal 86 

etentwrn lebih lanjut rnengena: teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diarur dcngan Peraturan 
'upati. 

'etentu8i1 meugenai Pajak Burnt dan Bauguuan Perdesaan dan Perkotaau sebagaimana diatur dalarn 
eratur~n Daerah ini rnulai berlaku sejak tanggal l Januari 2014. · 

Dengan bcrlukunya Pcraturau Daeruh tilt ,nnk;i ~:qi,~1L1 kt:lu1l11:111 kiil:111g Pajak D:~c1:iJ1 y:rng 
ertenwngm1 clnn udnk scsuai dcngnn Pcr,1lu1:1n Uactali un dicabut d.iu d111v,1U1L111 l1Li;ik lwrL1k:u 

P~tSid 83 



Hal lainnya yang secara khusus diatur rnelalui undang-undang tersebut adalah berkaitan 
dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif Karenanya, guna menghindari penetapan 
larif pajak yang tinggi yang dapat menarnbah be ban bagi rnasyarakat secara berlebihan, Kabupaten 
Nias Utara diberi kewenangan untuk. rnenetapkan tarif pajak dalarn batas rnaksimurn yang 
ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Selain itu Undang-Undang tersebut juga menetapkan 
juga tarif minimum untuk. Pajak Kendaraan Bermotor guna menhindari perang tarif antar Daerah. 
Ketentuan ini dibarengi pula dengan menetapkan Nilai Jual Kendaraan Berrnotor seragam secara 

. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, rnaka terjadi perluasan basis pajak 
erah yangdilakukan denganmernperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat 

11 mena.rnbah jenis Pajak barn. Perluasan basis pajak yang sud.ah ada dilakukan untuk Pajak· ! · 

endaraan Bermotor clan Bea Balik Nama Kendaraan Bermoior diperluas hingga rnencakup 
endaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas h.ingga rnencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak 
estoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak barn bagi 
aerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan flak atas 
anah dan Bangunan yang sebelunmya rnerupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Bnrung Walet 
ebagai Pajak kabupaten/kota. 

Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalarn Undang-Undang Dasar Negara 
epublik Indonesia Tahun 1945. UUD menernpatkan perpajakan scbagai salah satu perwujudan 
negaraan, dan menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan 
:- yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan dernikian, pernungutan Pajak 
aerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Untuk saat ini, undang-undang yang rnengatur 
ntang kewenangan Kabupaten Nias Utara untuk rnelakukan pungutan kepada masyarakat 
dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 
erah . 

• 

Dalam rangka penyelenggaraan pernerintaban daerah, Kabupatcn Nias Utara yc1.ng terbcntuk 

~

rdc.isa. rkan Un.dang-.Undm1g Non.1or 4. S Ta. hun 2008 im::rnpllny<1. i hak elem .kcwnjiban rnengn.tur dan 
engurus sendiri urusan pemerintahannya unruk meningkatkan efisiensi clan efektivitas 
1wdcnggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Untuk menyelenggarakan 

· ~erintahan ini pulalah.Kabuparen Nias Utara berhak mengenakan pungutan kepada rnasyarakat. 

UMUM 

'l.ENTANG 

PAJAI( DAERAH 

PER1\TUR/\N DAl2RAH K!\FHlPA1TN Nii\\ lJT/\1~:\ 

NOtvf OR 2 TA I JUN 20 12 

PEN.TEI ASAN 
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"' Dengan dernikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Pajak Daerah 
· aksudkan untuk menjadi payung dan pedoma:n dalam pemungutan pajak daerah dan 

1s diharapkan pula mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
tahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan perJuasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan 
penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan 
Undang-Undang. lni artinya bahwa Kabupaten Nias Utara tidak diperkenankan untuk 

111gtit pajak daerah selain yang telah ditentukan undang-undang. 

•0031 sebagai dasar pengenaan Pajak Kcndaraan Bcrrnotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
10wr. Narnun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai 
an beban pajak yang ditanggungnya clan pcrtimbangan tertentu, Mentcri Dalam Negeri dapat 

~erahkan kewcnangan pcnetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, 
'akan tarif Pajak Kendaraan Berrnotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di 
, perkotaan dengan rnemberikan keweuangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif 
, kepernilikan kendaraan kedua dan scterusnya. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang tersebut 
ian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk mernbiayai kegiatan yang berkaitan dengan 
tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk mcmbiayai penerangan jalan, 
Kendaraan Bcrmotor sebagian dialokasikan untuk pernbangunan dan/atau pemeliharaan jalan 

peningkatan rnoda dan sarana transportasi urnu m, 
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